
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PENUKAL~AB LEMATANGILIR
dan

BUPATI PENUKALABAB LEMATANGILIR
EM T

1. Pasal 18 ayat (6} Undang-undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Mengingat

Menimbang

@1U1~AUi1W~lMijrJA.lALS.ABlE~1(ANG it::tR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURANDAERAH KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKANDAN SUSUNAN PERANGKATDAERAH
KABUPATENPENUKALABAB LEMATANGILIR

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATI PENUKALABABLEMATANGILIR,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3· ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang llir.
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c. Ins ektorat ...

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah
dengan susunan sebagai berikut:
a. Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Sekretariat

Daerah TipeB;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

merupakan Sekretarlat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
TipeC;

Pasal2

BABII
PEMBENTUKANDANSU$UNANPERANGKATDAERAH

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir.

6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematang Ilir.

7. Inspektorat Daerah Kabupaten adalah Inspektorat
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah sesuai
dengan bidangnya masing-masing.

9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Penukal
Abab Lematang Ilir.

10.Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis
Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

11.Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana
teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis
operasional danjatau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 1

BABI
KETENTUANUMUM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNANPERANGKATDAERAHKABUPATENPENUKALABAB
LEMATANGILIR
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urusan

I.
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Tipe C
bidangmenyelenggarakan urusan pemerintahan

Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan
pemerintahan bidang Pertanahan;

5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Sosial;

6. Dinas pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak;

7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga
Kerja dan bidang Transmigrasi;

8. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum;

9. Dinas Penanggulangan Bahaya Kebakaran Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat sub urusan Kebakaran;

10.0inas Perikanan, Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perikanan dan
Pemerintahan bidang Peternakan;

11. Dinas Pertanian, Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian;

12. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pangan;

13. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe C menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
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d. Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pendidikan;

2. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;

3. Dinas Pekerjaan Umum Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum;

4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

,
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c. Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Inspektorat Tipe
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Pasal3 ...

Tipe C
bidang
bidang

Perindustrian
pemerintahan
pemerintahan

Tipe B
I

bidang
bid~g

Kearsipan
pemerintahan
pemerintahan

Pariwisata Tipe C
Pemerintahan bidang
Pemerintahan bidang

Tipe A
bidang

Olahraga
pemerintahan
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Perindustrian.
e. Badan Daerah terdiri dari :

1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe B
melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan Daerah;

2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe C
menyelenggarakan fungsi penunjang Penelitian dan
Pengembangan;

3. Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang
Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan;

4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B
melaksanakan fungsi penunjang Keuangan bidang
PengelolaanKeuangan dan AsetDaerah;

5. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi
penunjang Keuangan bidang pendapatan Daerah.

Pariwisata;
20. Dinas Koperasi dan UKM Tipe C menyelenggarakan

urusan pemerintahan bidang Koperasidan UKM;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

22. Dinas Perpustakaan dan
menyelenggarakan urusan
Perpustakaan dan urusan
Kearsipan;

23. Dinas Perdagangan dan
menyelenggarakan urusan
Perdagangan dan urusan

15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

16. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;

17. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C
menyelenggarkan urusan Pemerintahan bidang
komunikasi dan Informatika, bidang statistik serta
bidang persandian;

18.Dinas Kepemudaan dan
menyelenggarakan urusan
Kepemudaan dan Olahraga;

19.Dinas Kebudayaan dan
menyelenggarakan urusan
Kebudayaan dan urusan
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(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit
PelaksanaTeknis(UPT).

(2) UPTdibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional danIatau kegiatan teknis penunjang tertentu
perangkatdaerah induknya.

:j
I
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Pasal 7

BABIII
PEMBENTUKANUPT

Dalarn menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat
Daerah, Bupati harus memperhatikan asas:
a. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah;
b. efisiehsi;
c. efektivitas;
d. pembagian habis tugas;
e. rentang kendali;
f. tata kerja yangjelas; dan
g. fleksibilitas.

I,
I:

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah
dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.i

nI,
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Pasa16

Pasal5

Kelurahan merupakan perangkat Kecarnatan yang dibentuk
untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

Pasa14

Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, Kecarnatanditetapkan sebagai perangkat daerah.
Kecarnatansebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari:
a. KecarnatanTalangUbidengan TipeA;
b. KecarnatanPenukal Utara dengan TipeA;
c. Kecamatan Penukal dengan TipeA;
d. Kecarnatan Ababdengan TipeA;
e. KecarnatanTanah Abangdengan TipeA.

(3) Apabila dikemudian hari terjadi pemekaran kecamatan,
maka Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.

Pasal3
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Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPf yang sudah
dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPf yang
baru,

Pasal12

BABVI
KETENTUAN PERALIHAN

PejabatAparatur SipilNegarapada PerangkatDaerah diangkatdan
diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan.
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Pasal 11

BABV
KEPEGAWAIAN

Bupatidalammelaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga)staf ahli.

Pasal10

BABIV
STAFAHLI

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdapat unit
pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten di bidang
kesehatan berupa Rurnah Sakit Daerah Kabupaten dan
Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat
fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

(2) Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagairnana dimaksud
pada ayat (I) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata
kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta rnenerapkan
pola pengelolaan keuangan Badan Layanan UmurnDaerah.

Pasal9

(1) Selain unit pelaksana teknis dinas Daerah Kabupaten
sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 7 ayat (1) terdapat unit
pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang
pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten.

(2) Satuan pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1)berbentuk satuan pendidikan formal
dan nonformal.

Pasal8
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(1) Denganberlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
a. Peraturan Bupati Penukal AbabLematangIlir Nomor036
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor008 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Penukal Abab
Lematangilir;

Pasal16

BABVII
KETENTUANPENUTUP

(1) Rumah Sakit Daerah dipimpin oleh seorang Direktur yang
merupakan jabtan fungsional dokter atau dokter gigi yang
diberi tugas tambahan.

(2) Penyesuaian pengisian jabatan direktur rumah sakit daerah
sebagai jabatan fungsional dilaksanakan paling lambat 2
(dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor
18Tahun 2016.

(3) KelembagaanRumah Sakit Daerah yang ada sampai saat ini
tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya
Peraturan Bupati tentang UPT Rumah Sakit Daerah
berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan
Rumah Sakit Daerah.

Pasal15

Badan Penanggulangan Beneana Daerah Kabupaten yang
terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum
Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan
tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru
yang melaksanakan sub urusan beneana sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal14

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten yang
terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja
sebelum Peraturan Daerah diundangkan, tetap
melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan
perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan
pemerintahan umum diundangkan.

(2) Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan
peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan
urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal13
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NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANG
ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN : 5/PALI/2016

LEMBARANDAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR
TAHUN 2016 NOMOR ,

ROBBYKURNIAWAN

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal J'O ~e"""C\L 2016

PIt. SEKRETARISDAERAH
KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR,

~
HERIAMALINDO

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 2-t ,v1)"SlMfaf;f. 2016

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
Ilir.

Pasal17

b. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 087
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan bupati
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir, kecuali pasal 2 ayat 1 c.

c. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 095
Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
bupati Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang Ilir;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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NOREGPERATURANDAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANG
ILIR,PROVINSISUMATERASELATAN: 5/PALI/2016

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal30 November 2016

; 1

HERIAMALINDO

Ditetapkan di'TalangUbi
Pada tanggal 28 November 2016

BUPATIPENUKALABABLEMATANGILIR,1
I I

ato

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang. mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang
IIir.

Pasa117II' I
I

b. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 087
Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan bupati
Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi
..dan. Tata ..Ketj.a.Lemhaga Teknia Daerah, Kahupaten
Penukal Abab Lematang IIir, kecuali pasal 2 ayat 1 c.

c. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang IIir Nomor 095
Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan
bupati Nomor 002 Tahun 2013 tentang Pembentukan
Organisasi dan .Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Penukal Abab Lematang IIir;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang llir merupakan

pelaksanaan perintah Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa "Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda."

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan

Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahart Pilihan. Urusan Pemerintahan
Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar
dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah,
jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas
sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai
mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah ini mernberikan arah dan pedoman yang jelas dalam
rangka menata Perangkat Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
secara efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan

kemampuan Daerah, sehingga dapat melaksanakan administrasi pemerintah
daerah secara efektif dan efisien yang dilandasi dengan asas-asas pemerintahan

yang baik (goodgovernance) .

. II. PASALDEMIPASAL
Pasall
Cukup jelas.
Pasal2
Cukup jelas.

1. UMUM

PENJELASAN

ATAS
PERATURANDAERAHKABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR

NOMOR6 TAHUN2016
TENTANGPEMBENTUKANDANSUSUNANORGANISASIPERANGKATDAERAH

KABUPATENPENUKALABABLEMATANGILIR

-9-



Yang dimasud dengan asas "efisiensi"adalah pembentukan Perangkat
Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling
tinggiyang dapat diperoleh.
Hurufc

Yangdimaksud dengan asas "efektifitas"adalah pembentukan Perangkat

Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

Hurufd
Yang dimaksud dengan asas "pembagian habis tugas" adalah

pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat

suatu tugas dan fungsiyang dibebankan pada lebih dari satu PerangkatDaerah.

Hurufe
Yangdimaksud dengan asas "rentang kendall" adalah penentuan jumlah

Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan
pada kemampuan pengendalianunit kerja bawahan.

Huruff
Yang dimaksud dengan asas "tata kerja yang jelas" adalah pelaksanaan

tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah
mempunyaihubungan kerja yangjelas, baik vertikalmaupun horizontal

Pasal3

Cukupjelas.
Pasal4
Cukupjelas.

Pasa15

Cukup Jelas.
Pasal6
Hurufa

Yang dimaksud dengan asas "intensitas Urusan Pemerintahan dan
potensi Daerah" adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah

didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan
pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang
pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

Hurufb

-10-
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR6·

i

" ;

Hurufg

Yangdimaksud dengan asas "fleksibilitas"adalah penentuan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan
ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.
Pasal7
Cukupjelas

Pasal8

Cukupjelas

Pasal9
Cukupjelas
Pasall0

Cukupjelas

Pasalll
Cukupjelas

Pasal12
Cukupjelas

Pasal13

Cukupjelas
Pasal14
Cukupjelas

Pasal15
Cukupjelas
Pasal16
Cukupjelas
Pasal17

Cukupjelas

II,
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